PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR "2 TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
v = PENDUKUNG SMART CITY

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI BANYUASIN,

Menimbang : a. bahwa perkembangan teknologi komunikasi dan informasi
berjalan dinamis seiring dengan perubahan gaya hidup
masyearakat dalam menggunakan jasa layanan telekomunikasi.

- Dari feature phone ke smartphone. Dari teknologi seluler 2G ke

3G hingga saat ini kita memasuki era 4G. Dari layanan
internet yang lambat menuju ke layanan internet yang cepat
(broadband). Baik yang fixed internet maupun mobile internet.
Perubahan pola gaya hidup ini menghantarkan terwujudnya
Smart City di bidang penyelenggaraan infrastruktur
telekomunikasi;

b. bahwa perlu adanya kebijakan terkait dengan penataan,
pengendalian dan pengawasan terhadap menara macrocell
yang berdiri di atas permukaan tanah maupun di atas
bangunan yang sudah beroperasi agar terjamin legalitasnya
dan keamanan lingkungan di sekitar menara;

c. bahwa perlu standarisasi bentuk menara macrocell yang
terkamuflase dan memenuhi standar estetika dalam rangka
pemeniuhan kebutuhan penempatan perangkat telekomunikasi
di kawasan kota;

£

bahwea perlu adanya standarisasi bentuk tiang microcell yang
memenuhi standar estetika dan terkamuflase sebagai tiang
PJU atau fasilitas lainnyva vang ada di trotoar;

e. bahwe berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf d, perlu

menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan
Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi Komunikasi

& Pendukung Smart City.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3821);

2. Undang-Undang Nomor 36  Tahun 1999  tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3881);
3. Undang .&



10.

11.

12

13.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181};

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan
Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomer 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4247);

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomecr 68);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5049);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan
dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomecer 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomer 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan  Kedua atas Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik [ndonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang
Penyelenggaraan Telekomunilasi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3980);

Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang
Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2001 tentang
Keamanan dan Keselamatan Penerbangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor);

.Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2001 tentang

Kebandaraudaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2001 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor):

Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun
2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Noraor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4532)
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14. Peratura
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14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 39€0j;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5130);

16. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor

02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman
Pembangunan dan Penggunaan Menara Bersama
Telekomunikasi;

* T 17.Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan

Umum, Menteri Komunikasi dan Informatika dan Kepala
Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 18 Tahun 2009,
Nomor O07/FRT/M/2009, Nomor 19/PER/M.KOMINFO/
03/2009, Nomor 3/P/2009 tentang Pedoman Pembangunan
dan Penggunaan Menara Bersama Telekomunikasi,

18. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 18
Tahun 2014 tentang Sertifikat Alat dan Perangkat
Telekomunikasi;

19. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 1
Tahun 2012 tentang Pengendalian Kawasan Keselamatan
Operasi Penerbangan dan Batas Kawasan Kebisingan Bandar
Udara Internasional Sultan Mahmud Badaruddin 1l Palembang
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012
Nomor 1);

20.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 28
Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten
Banyuasin Tahun 2012 Nomor 76).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PENYELENGGARAAN

INFRASTRUKTUR TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
< PENDUKUNG SMART CITY.

KETENTUAN UMUM
- Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Kabupaten adalah Kabupaten Banyuasin.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan
rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945. /
3. Pemerintah €=



3. Pemerintah Kabupaten adalah kepala daerah sebagai unsur

penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yvang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan vang menjadi kewenangan
daerah otonom.

4. Bupati adalah Bupati Banyvuasin.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah vang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
daerah.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat'OPD
adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah
.- Kabupaten Banyuasin.

7. Dinas Komunikasi dan Informatika adalah Dinas Komunikasi
dan Informatika Kabupateri Banyuasin.

8. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman
dan/atau penerimaan dari setiap informasi dalam bentuk
tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, video, suara dan bunyi
melalui sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik
lainnya. :

9. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penvediaan
dan pelayanan Telekomunikasi sehingga memungkinkan
terselenggaranya Telekomunikasi.

10. Menara Telekomunikasi, yang selanjutnya disebut menara,
adalah bangunan-bangunan untuk kepentingan umum yang
didirikan di atas tanah, atau bangunan yang merupakan satu
kesatuan konstruksi dengan bangunan gedung yang
dipergunakan untuk kepentingan umum yang struktur
fisiknya dapat berupa rangka baja yang diikat oleh berbagai
simpul atau berupa bentuk tunggal tanpa simpul, di mana
fungsi, desain dan konstruksinya disesuaikan sebagai sarana
penunjang menempatkan perangkat Telekomunikasi.

11. Menara Telekomunikasi bersama adalah menara
telekomunikasi yang dapat digunakan lebih dari dua
penyelenggara telekomunikasi.

12. Menara Telekomunikasi Macrocell adalah bangunan menara
dengan ketinggian di atas 15 meter dari permukaan tanah,
yang digunakan untuk menempatkan Antenna/BTS baik di

atas gedung maupun di atas permukaan tanah. Menara

’ telekomunikasi macrocell ini pada umumnya adalah menara
) yang dibentuk dari rangka baja yang diikat oleh berbagai

. simpul untuk menvatukannva.

13. Menara Telekomunikasi Macrocell kamuflase adalah menara
yang bentuknya diselaraskan dengan lingkungan di mana
menara tersebut berada seperti disajilkan dalam bentuk-

bentuk pepohonan atau lainmva dan menvamarkan antenna-
nya.

14. Menara  Telekomunikasi Roof  Top  adalah menara
telekomunikasi yang didirikan di atas bangunan.

15. Pen}>elenggara(
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15. Penyelenggara Telekomunikasi adalah perseorangan, koperasi,

badan usaha milik daerah, badan usaha milik negara, badan
. usaha swasta, instansi pemerintah dan instansi pertahanan
keamanan negara.

16. Penyedia menara adalah perseorangan, koperasi, Badan
Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Badan
Usaha Swasta vang memiliki dan mengelola menara
Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penvelenggara
Telekomunikasi.

17. Pengelola Menara adalah badan usaha vang mengelola atau
mengoperasikan menara vang dimiliki pihak lain.

18. Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik
daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam
rangka peningkatan penerimaan daerah bukan

. pajak/pendapatan daerah dan sumber pembiayaan lainnya.

19. Gambar Teknis adalah gambar konstruksi dari bangunan
menara Telekomunikasi meliputi pekerjaan pondasi sampai
pekerjaan konstruksi bagian atas dalam bentuk gambar
arsitektural dan gambar sipil/struktur konstruksi yvang dapat
menggambarkan  teknis  konstruksi maupun  estetika

) arsitekturalnya secara jelas dan tepat.

20. Aset Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, baik
yang bergerak maupun veng tidak bergerak dan baik yang
dimiliki maupun yang dikuasai oleh Pemerintah yang dapat
dimanfaatkan untuk membangun menara Telekomunikasi.

21.Izin Mendirikan Bangunan Menara adalah izin mendirikan
bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Banyuasin kepada pemilik menara Telekomunikasi untuk
membangun baru atau mengubah menara Telekomunikasi
sesuai dengan persyaratan administrasi dan persyaratan
teknis yang berlaku.

22.Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan
kontruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya,
sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau air, yang
berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatan, baik
untuk ‘hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan,
kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya maupun kegiatan
xhusus.

. 23.Zona Menara adalah sebuah kawasan yang diperbolehkan
berdirinya menara telekomunikasi tanpa rekayasa teknis.

- 24.Zona Menara Bebas Visual adalah sebuah kawasan yang
dibolehkan pembangunan menara dengan persyaratan
rekayasa teknis dan desain tertentu sehingga menara tidak
terlihat seperti menara.

25.Zona Bebas Menara adalah sebuah kawasan yang tidak
diperbolehkan terdapat bangunan menara diatas tanah

maupun menara di atas bangunan dengan ketinggian lebih
dari 6 rnieter.

26. Sistem /
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26. Sistem Informasi Manajemen Infrastruktur Pendukung Smart
City yang selanjutnya disebut SIMATUR adalah sebuah
aplikasi berbasis Web dan Android yang berfungsi untuk
melakukan proses pengecekan titik koordinat lokasi rencana
pembangunan menara telekomunikasi dan proses
administrasi Rekomendasi Zona Menara.

27.Surat Tanda Terima yang selanjutnya disebut checklist adalah
surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda
bukti telah menerima dokumen persyaratan administrasi dan
telah verifikasi.

28. Base Transceiver Station yang selanjutnya disebut BTS adalah
perangkat radio selular (berikut antenna-nya) yang berfungsi
.- untuk menghubungkan antara handphone dengan perangkat
) selular. BTS memiliki kapasitas penanganan percakapan dan
volume data (traffic handling capacity). Sebuah BTS dan
beberapa BTS dapat ditempatkan dalam sebuah menara

Telekomunikasi.

29. Kawasan Keselamatan Cperasi Penerbangan yang selanjutnva
disebut KKOP adalah tanah dan atau perairan dan ruang
udara di sekitar Bandar Udara vang dipergunakan untuk
kegiatan operasi penerbangan dalam rangka menjamin
keselamatan.

30. Microcell adalah sub sistem BTS yang memiliki cakupan
layanan (coverage) dengan jarak/radius yang lebih kecil
digunakan untuk mengcover vang tidak terjangkau oleh BTS
utama atau bertujuan meningkatkan kapasitas dan kualitas
pada area yang padat trafiknya.

31. Menara Telekomunikasi Microcell adalah bangunan menara
yang berupa pole dengan ketinggian maksimal 20 meter dari
permukaan tanah vang digunakan untuk menempatkan
antenna, radio remote unit, baterai dan rectifier catu daya

listrik. B
32.Izin mendirikan bangunan menara, yang selanjutnva disebut
IMB Menara, adalah izin mendirikan bangunan vang
diberikan oleh Bupati atau pejabat yang berwenang dibidang
pelayanan perizinan kepada pemilik menara untuk
membangun atau mengubah menara sesuai dengan

persyaratan administrasi dan persyaratan teknis.

. BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI PENDUKUNG SMART CITY

Pasal 2

Penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi komunikasi
pendukung smart city bertujuan untuk :

a. melaksanakan pengendalian dan pengawasan pembangunan

infrastruktur telekomunikasi.:
b. melaran(
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b. melarang berdirinya menara telekomunikasi macrocell yang
baru dalam bentuk konvensional baik di atas permukaan
tanah maupun di atas bangunan kawasan zona bebas
menara dan kawasan zona menara bebas visual;

c. memberikan arahan pembangunan menara telekomunikasi
macrocell yang baru pada kawasan zona menara;

d. melakukan standarisasi bentuk menara macrocell kamuflase
dan tiang microcell, yaitu bentuk menara macrocell yang
terkamuflase dalam bentuk pepohornian dan bentuk tiang
microcell; dan

e. membangun pola persebaran tiang-tiang microcell yang
merata di seluruh jalan-jalan kota yang tersaji dalam bentuk
tiang PJU maupun di lahan privat dalam bentuk tiang yang
terkamuflase dalam bentuk pohon.

Pasal 3

Ruang lingkup penyelenggaraan infrastruktur teknologi informasi
komunikasi pendukung smart city ini meliputi:

a. zona lokasi menara;

b. rekomendasi zona lokasi menara;
€. penyelenggaraan menara macrocell,
d

penyelenggaraan tiang microcell; dan

2]

pengawasan, sanksi, ketentuan peralihan dan penutup.

BAB 111
KLASIFIKASI ZONA LOKASI MENARA
Pasal 4

(1) Lokasi Pembangunan menara teknologi informasi komunikasi

pendukung smart city dibagi dalam beberapa klasifikasi zona
lokasi.

(2) Klasifikasi zcna lokasi pembangunan menara teknologi
informasi komunikasi pendukung smart city sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

a. zona bebas menara:
b. zona menara; dan
C. zona menara bebas visual.

(3) Peta pembagian klasifikasi zona lokasi menara sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) terlampir pada lampiran J.

- BAB IV

KEBIJAKAN PEMBANGUNAN MENARA TEKNOLOGI INFORMASI
KOMUNIKASI PENDUKUNG SMART CITY PADA ZONA

Pasal 5

(1) Pembangunan menara teknologi  informasi komunikasi

pendukung smart city mengacu pada zona lokasi sebagai
berikut:

a. padgl .
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a. pada kawasan zona bebas menara tidak diperbolehkan
adanya pembangunen menara baru, kecuali
menempatkan antenna tersembunyi;

b. pada kawasan zona menara dibolehkan adanya
pembangunan menara macrocell konvensional, monopole,
kamuflase dan tiang microcell; dan

c. pada kawasan zona menara bebas visual tidak
diperbolehkan pembangunan menara macrocell
konvensional dilarang dan hanya dibolehkan dalam
bentuk microcell macrocell kamuflase dan antenna
tersembunyi.

Bentuk menara teknologi informasi komunikasi pendukung
smart city sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terlampir
pada lampiran II.

BAB V
PROSEDUR REKOMENDASI ZONA LOKASI MENARA
Pasal 6

Pembangunan menara teknologi informasi komunikasi
pendukung smart city wajib memiliki rekomendasi zona lokasi
menara yang diterbitkan oleh Dinas Komunikasi dan
Informatika, seperti terlampir pada Lampiran IV huruf B.

Rekomendasi zona lokasi menara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) merupakan kajian teknis yang diberikan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika yang memuat kesesuaian
antara lokasi dan koordinat rencana pendirian menara
telekomunikasi dengan zona lokasi menara serta kelengkapan
administrasi yang sudah ditetapkan.

Rekomendasi zona lokasi menara sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) sebagai persyaratan untuk mengurus perizinan
lainnya.

BAB VI

TATA CARA PERMOHONAN REKOMENDASI
ZONA LOKASI MENARA

Pasal 7

Permohonan Rekomendasi Zona Lokasi Menara dilakukan
dengan mengikuti langkah-langkah pada Aplikasi SIMATUR
(Sistem Informasi MAnajemen infrastrukTUR pendukung
smart city).

Aplikasi SIMATUR sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat djakses meialui website dengan alamat
www.simatur.banyuasinkab.go.id atau download  pada
aplikasi Play Store dengan nama SIMATUR Kabupaten
Banyuasin.

Pasal{



g2

(1)

(2)

Pasal 8

Pengguna aplikasi SIMATUR wajib memasukan data idenﬁtas
sebagai persyaratan untuk mendapatkan kode aktivasi
pengguna aplikasi.

Data identitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri
atas:

a. nama pemohon;

o

kata sandi;

c. alamat;

d. jenis kelamin;

e. nomor telepon;

f. alamat email; dan
g. provider.

Kode aktivasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
Dinas Komunikasi dan Informatika paling lambat 10
(Sepuluh) menit setelah data identitas dikirimkan.

Kode aktivasi dikirim meialui pesan yang dikirim melalui
nomor telepon dan alamat email yang didaftarkan dengan
masa berlakl selama 7 (Tujuh) hari kalender.

Pasal 9

Pengguna dapat masuk aplikasi SIMATUR dan melakukan
proses  pengecekan  titik  koordinat lokasi  menara
telekomunikasi.

Hasil  pengecekan  titik  koordinat lokasi  menara
telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan
memasukkan titik koordinat pada aplikasi SIMATUR.

Pengguna dapat melanjutkan ke tahap persyaratan
administrasi jika dapat memenuhi bentuk menara yang
dihasilkan dari aplikasi SIMATUR.

BAB VII
PERSYARATAN REKOMENDASI ZONA LOKASI MENARA
Pasal 10

Permohonan rekomendasi zona lokasi menara wajib
melengkapi persyaratan administrasi dan diunggah (upload)
pada aplikasi SIMATUR.

Surat permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit mencantumkan informasi sebagai berikut:

a. nama provider;

b. operator / tenant;
C. nama site;
d

. koordinat lokasi (longitude dan latitude);

€. alamat{
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e. alamat lokasi;

f. tinggi menara,;

g. bentuk menara (kaki 4, kaki 3, monopole, kamuflase); dan
h. kategori (green field, roof top/combat).

Contoh Format Surat Permohonan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) terlampir pada Lampiran IV huruf A.

Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) sesuai dengan checklist yang terlampir pada lampiran III.

Checklist sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan
sebuah pernyataan vang dikeluarkan oleh Dinas sebagai tanda
bukti telah menerima dokumen persyaratan administrasi yang
yang sudah dilakukan proses verifikasi.

Checklist dikirim melalui alamat email yang didaftarkan
paling lambat 8 (Delapan) jam setelah dokumen persyaratan
administrasi dikirim.

Rekomendasi zona lokasi menara diterbitkan paling lambat
7 (Tujuh) hari kalender setelah persyaratan dinyatakan

lengkap dan dapat diambil dengan membawa dokumen asli
persyaratan administrasi.

BAB VIII
KEBIJAKAN TERHADAP MENARA EKSISTING
Pasal 11

Pendataan menara eksisting vang ada di Kabupaten
Banyuasin oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
rangka untuk mendapatkan data menara vang akurat.

Pendataan menara dilakukan dengan pengambilan gambar
secara visual untuk mendapatkan kondisi site, shelter, BTS,
menara dan antenna.

Dalam Rangka menjaga keamanan operasional menara, maka
terhadap menara yang tidak terawat harus dilakukan
perawatan 1 (Satu) kali dalam 1 (Satu) tahun setelah
ditetapkan Peraturan Bupati ini.

Dalam rangka menjaga estetika kota, maka terhadap menara
rooftop dan pole roojtop harus dilakukan penyamaran oleh
pemilik menara dalam tempo 1 (Satu) tahun setelah
ditetapkan Peraturan Bupati ini.

BAB IX

STANDARISASI BENTUK MENARA MACROCELL
UNTUK PEMBANGUNAN BARU

Pasal 12

Memperhatikan bahwa penyelenggaraan telekomunikasi masih
memerlukan penempatan antenna pada ketinggian di atas
20 meter, maka diperbolehkan untuk mendirikan menara

macrocell,
(2) Bemu]é{
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(2) Bentuk menara macrocell konvensional adalah mendasarkan
kekuatan daya dukung beban menara untuk menara bersama
dengan Kketinggian vyang mencukupi untuk penggunaan
minimal oleh 3 (Tiga) penyelenggara telekomunikasi.

BAB X
PENEMPATAN LOKASI MENARA TELEKOMUNIKASI MACROCELL
| Pasal 13

(1) Penempatan lokasi menara macrocell konvensional dibolehkan
dengan memperhatikan jarak dengan menara eksisting.

(2) Penempatan lokasi menara macrocell  konvensional
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dibolehkan pada
kawasan zona menara dengan radius minimal
1.500 meter dari menara telekomunikasi eksisting.

Pasal 14
(1) Pembangunan menara di atas gedung dinyatakan dilarang.

(2) Pembangunan menara baru di atas gedung dengan ketinggian
maksimum 6 (Enam) meter wajib menggunakan struktur
berbentuk tiang.

(3) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
hanya diizinkan dengan bentuk tiang yang tersembunyi dalam
bangunan gedung dan tetap mengharuskan perubahan Izin
Mendirikan Bangunan (IMB) atas bangunan gedung.

(4) Pembangunan menara baru di atas gedung sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) harus mendapatkan rekomendasi dari
Dinas Komunikasi dan Informatika sebelum pembangunan

dilaksanakan.
Pasal 15
(1) Pembangunan menrara pada rumah ibadah pada zona bebas
menara wajib menyembunyikan perangkat-perangkat
telekomunikasi.

(2) Pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada avat (1)

wajib mendapatkan rekomendasi dari Dinas Komunikasi dan
Informatika.

Pasal 16

(1) BTS mobile adalah bentul: peiﬁgecualian vang diperbolehkan

dibangun dimanapun dengan svarat tidak bermasalah dengan
lingkungan sekitar.

(2) Lokasi BTS mobile wajib mendapat rekomendasi dari Dinas
Komunikasi dan Informatika dengan memperhatikan aspek
teknis lingkungannya, tinggi menara dan Jangka waktu
operasional dari BTS mobile.

(3) Jangka waktu operasional sebagaimana dimaksud pada ayat

(2) adalah maksimal 3 (Tiga) bulan.
B“\J



BAB XI

KEBIJAKAN TERHADAP POLE MICROCELL EKSISTING
Pasal 17

(1) Pendataan pole microcell cksisting vang ada di .Kabupaten
Banyuasin oleh Dinas Komunikasi dan Informatika dalam
rangka untuk mendapatkan data pole microcell.

(2) Pendataan pole microcell dilakukan dengan pengambilan
gambar secara visual untuk mendapatkan kondisi site, shelter,
BTS, pole dan antenna.

(3) Dalam rangka menjaga estetika kota, maka terhadap pole

. microcell eksisting harus dilakukan penyesuaian bentuk oleh

. pemilik pole microcell menjadi tiang PJU vang memasukkan
semua perangkat dan antenna yang menempel pada luar tiang
dalam tempo 1 (Satu) tahun setelah ditetapkan Peraturan
Bupati ini.

Pasal 18

(1) Setiap pole microceli eksisting yang berada pada lokasi tertentu
wajib - menyediakan perangkat CCTV/ Hotspot/ Bilboard
Elektronik yang pilihannya ditetapkan oleh Pemerintah
Kabupaten.

(2) Lokasi tertentu sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1)
meliputi:

a. persimpangan jalan utama,;
b. pusat pemerintahan; dan

c. pariwisata.

(3) Seluruh perangkat CCTV/ Hotspot/ Bilboard Elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib tersambung dan
terintegrasi dengan interkoneksi sistem monitoring atau
command center room Pemerintah Kabupaten Banvuasin.

(4) Perangkat CCTV/ Hotspot/ Bilboard Elektronik harus
menggunakan standar vang telah direkomendasikan oleh
Dinas Komunikasi dan Informatika.

®

(5) Operasionalisasi dan perawatan seluruh perangkat
CCTV/ Hotspot/ Billboard Elektronik dan interkoneksi jaringan
yang terpasang adalah menjadi tanggung jawab penyedia tiang

- microcell.
’ BAB XII
. STANDARISASI BENTUK TIANG MICROCELL
. UNTUK PEMBANGUNAN BARU
Pasal 19

(1) Tiang microcell harus terkamuflase dalam bentuk tiang
Penerangan Jalan Umum (PJU) atau tiang lampu taman atau

tiang yang berbentuk pohon.
(2) Penempa[alﬁ/
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(2) Penempatan antenna untuk tiang microcell sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) harus tertutup dan tidak terlihat
sebagai obyek antenna.

(3) Penempatan perangkat elektronik (battery, rectifier dan RRU)
untuk microcell tidak boleh ditempatkan pada sisi luar tiang
microcell, melainkan harus memasukkan semua perangkat
elektronis tersebut ke dalam tiang microcell.

BAB XIII

STANDARISASI BENTUK TIANG MICROCELL
UNTUK PEMBANGUNAN BARU

- Pasal 20

(1) Pembangunan infrastruktur microcell wajib menggunakan
kabel fiber optik sebagai sarana penghubung antara BTS yang
diletakkan di BTS shelter cengan RRU vang ada di setiap tiang
microcell.

(2) Pembangunan infrastruktur microcell dapat dilakukan oleh:
a. Badan Usaha Milik Negara (BUMNj;
b. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD); dan

c. Badan Usaha Milik Swasta Nasional;

yang memiliki perjanjian  kerjasama  sebagal  mitra
penyelenggara untuk kabel fiber optik dan microcell dengan
Pemerintah Kabupaten Banvuasin.

BAB XIV
PENEMPATAN TIANG MICROCELL
Pasal 21

(1) Penempatan lokasi tiang microcell adalah berada pada jalur
pedestrian jalan, median jalan dan area taman yang diizinkan
oleh Pemerintah Kabupater Banyuasin.

(2) Pembangunan tiang microcell adalah dalam pola yang
beraturan dengan jarak minimum antar tiang microcell adalah
250 {Dua Ratus Lima Puluh) meter dari menara eksisting.

(3) Jika ada permohonan pembangunan tiang microcell yang

berdekatan dengan tiang lampu eksisting, maka pemohon

- wajib memindahkan tiang lampu lama ke tempat yang
dikehendaki pemerintah daerah setelah berkoordinasi dengan

. dinas terkait.
BAB XV
PENGAWASAN
Pasal 22

(1) Pengawasan operasional infrastruktur menara macrocell dan
tiang microcell dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan

Informatika.
(2) Pengawasaq_._ﬂ./
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(2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
terhadap kesesuaian lokasi pembangunan menara dengan
kawasan zona dan keamanan = operasional menara
telekomunikasi.

(3) Sebagai bentuk pengawasan operasional menara
telekomunikasi, maka terhadap setiap menara telekomunikasi
wajib mendapatkan stiker pengawasan menara.

(4) Stiker pengawasan operasional menara diterbitkan oleh Dinas
Komunikasi dan Informatika.

. (5) Stiker pengawasan menara berlaku untuk masa 1 (Satu) tahun
dan danat diganti setelah dilakukan pengawasan operasional
. - menara.

(6) Hasil dari pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan
infrastruktur teknologi informasi komunikasi pendukung
smart city ini akan dilaporkan kepada Bupati untuk dijadikan
pertimbangan dalam menentukan kebijakan selanjutnya.

BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF DAN SANKSI PIDANA
Pasal 23

(1) Bupati dapat memberikan sanksi sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku terhadap
aparat dan penyelenggara teknologi informasi komunikasi
pendukung smart city vang tidak melaksanakan ketentuan di
dalam Peraturan Bupati ini.

(2) Dalam hal terdapat pelanggaran, Bupati dapat memberikan
sanksi administratif setelah mendapat rekomendasi dari tim
teknis.

(3) Sanksi administratif sebagaimana vang dimaksud pada ayat
(2) adalah diberikan peringatan secara tertulis sebanyak 3
(Tiga) kali berturut-turut dalam tenggang waktu masing-
masing 7 (Tujuh) hari kalender oleh pemerintah daerah.

(4) Dalam pelaksanaan sanksi sebagaimana yang dimaksud pada
ayat (3) tidak diindahkan, maka Bupati dapat melanjutkan
pada Penegak Hukum di Pengadilan Negeri setempat.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN
- Pasal 24
(1) Menara eksisting yvang belum memiliki izin dari Pemerintah

. Kabupaten Banyuasin, dalam jangka waktu paling lambat
6 (Enam) bulan harus memiliki IMB menara.

: (2) Menara eksisting yang tidak memiliki IMB menara dan tidak
memproses perizinannya sesuai jangka waktu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) setelah Peraturan Bupati ini
ditetapkan, penyedia menara dan / atau pemilik menara
dan / atau pengelola menara wajib membongkar menaranya.

BAK



BAB XVIII
. - KETENTUAN PENUTUP
Pasal 25
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Banyuasin.

Ditetapkan di Pangkalan Balai
. . pada tanggal (0 oubes 2018

BUPAT], BANYUASIN,

H. KOLANI

Diundangkan di Pangkalan Balai
pada tanggal v Ollabes 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANYUASIN,

H. FIRWYIANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASIN TAHUN 2018
NOMOR 9.




LAMPIRAN I

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NCMOR ___ TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
PENDUKUNG SMART CITY

PETA KLASIFIKASI ZONA LOKASI MENAFA
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LAMPIRAN 11
PERATURAN BUPATI BANYUASIN
o NOMOR __ TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMAS] KOMUNIKAS]
PENDUKUNG SMART CITY
CONTOH BENTUK MENARA

Menara 4 kaki
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Monopole Macrocell Kamuflase
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Antenna yang diletakkan pada bangunan menara masjid




LAMPIRAN 111
PERATURAN BUPATI BANYUASIN

. NOMOR ___ TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
PENDUKUNG SMART CITY

CHECKLIST PERSYARATAN ADMINISTRASI

LLCKASI

. CHIECK LIST
VERIFIKASI KELENGKAPAN DOKUMEN / BERKAS
PENERBITAN SURAT REKOMENDAST IMB TOWER

NAMA PERUSAHAAN
TANGGAL BERKAS DITERIMA

Petunjuk Pengisian: _
Berilah tanda cek (V) pada kolom yang tersedia sesuai dengan berkas.

: CHECK LIST STAF:
(i)

1. Surat Permohonan kepada Kepala Dinas

2. Fotokopi KTP Pemohon / Pemilik Perusahaan

Surat Kuasa jika bukan dari internal pemilik perusahaan atau Surat tugas jika
dari internal pemillik perusahaan .
4 Fotokopi KTP yang dikuasakan atau yang ditugaskan | |
S Fotokopi SIUP Perusahaan
6. Fotokopi TDP Perusahaan
7
8

w

Fotokopi Akta Pendirian Perusahaan

. Fotokopi NPWP Perusahaan
9. Fotokopi Sertifikat Tanah / Sewa Lahan
10. Fotokopi Surat Persetujuan Warga Dalam Radius / HO
11.  Fotokopi KTP warga daiam Radius
12 Fotokopi Bukti Penerimaan Pemberitahuan Persetujuan Warga Dalam Radius
13. Fotokopi Rekomendasi Camat dan Lurah / Kepala Desa
14, Design Engineering Detail (DED) Menara Telekomunikasi

5. Surat Rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan (KKOP)
Untuk Ketinggian Menara > 42 m dari LANUD
16.  Pernyataan sanggup mengganti kerugian kepada warga masyarakat apabila * |

sanggup untuk membongkar menara apabila menara sudah tidak berfungsi dan

tidak memiliki izin mendirikan bangunan; kesediaan untuk penggunaan

menara bersama; kesanggupan untuk membayar retribusi pengendalian menara
Paraf Petugas.

Nama Petugas:

~ | CHECK LIST KASI:
17. Memenuhi persyaraian
" Tidak memenuhi persyaratan

. Pangkalan Balai, ... .. .

Paraf Kasi,

Nama Kasi:
NB: LETAKKAN LEMBAR INI DI ATAS BERKAS




LAMPIRAN IV

PERATURAN BUPATI BANYUASIN
NOMOR __ TAHUN 2018

TENTANG

PENYELENGGARAAN INFRASTRUKTUR
TEKNOLOGI INFORMASI KOMUNIKASI
PENDUKUNG SMART CITY

CONTOH SURAT PERMCHONAN DAN REKOMENDASI

A. SURAT PERMOHONAN

' K OPPI.

Pangkalan Balai, tgl bin thn

v 4
' . - . .
NOIIOT ¢ connwses ssves svmssnmanssss v swavs passmss Yth. Kepala Dinas Komunikasi dan
Hal : Permohonan Rekomendasi Informatika
- Kabupaten Banyuasin
i

Pangkalan Balai

Dengan hormat,

Dalam rangka pembangunan tower / pole BTS berikut:

Nama provider

Nama Operator

Nama Site :
Koordinat Lokasi =
(longitude dan latirude) 5=
O, Alamat Lokasi :

6. Nama Pemilik Tanah

7 Tinggi Menara

8. Bentuk Menara
(kaki 4, kaki 3, mono
pole, kamuflase)

9. Kategori
(green field, roof top /
combat)

ﬁgb saya selaku  Direktur PT. ... bermaksud mengajukan
permohonan untuk penerbitan surat rckomendasi pembangunan tower
/ pole BTS pada lokasi tersebut sebagai salah satu syarat yang
dibutuhkan dalam rencana pembangunan tower / pole BTS tersebut.

Demikian surat permohonan rekomendasi ini saya buat, untuk
rekomendasi dan perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Hormat sava,

Tanda tangan basah dan cap
basah

Nama
DIREKTUR
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B. REKOMENDASI

BANYUASIN

N

m_m

Nomor
Sifat
Lampiran
Hal

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Komplek Perkantoran Pemkab Banyuasin, Sekojo Pangkalan Balai Telp.071 1-769001_4
Vi/ebsite : diskominfo.banyuasinkab.qo.id email : diskominfo@banzuasinkab.go./d

Pangkalan Balai, tgl bin thn
Kepada
555 6/..cei00 /Diskominfo-eGov/20...... Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
Penting Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
1 (satu) Berkas Kabupaten Banyuasin
Rekomendasi Pembangunan Menara Di -

Telekomunikasi PT. .........................
Pangkalan Balai

Setelah dilakukan penelitian dan tinjauan lapangan berdasarkan kelengkapan
persyaratan administrasi dan teknis, dengan ini diberikan Rekomendasi persetujuan
atas Pembangunan Menara (Tower) Telekomunikasi kepada :

Badan Pelaksana

Nama Penanggung Jawab Tower
Jabatan

Alamat Kantor

Koordinat
Dengan ketentuan sebagai berikui

Tinggi Menara
Lokasi Bangunan

Dengan ketentuan antara lain sebagai berikut :

1. Tidak mengganggu KKOP (Kawasan Keselamatan Operasional Penerbangan).

2. Menara Harus di Cat.

3. Dipasang lampu peringatan diatas menara.

4. Dan bersedia membantu jika Tower dipakai untuk kepentingan Pemerintah Kab.
Banyuasin, didalam pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi Komunikasi
yang bersifat Non Komersil.

S. Wajib membayar retribusi pengendalian menara telekomunikasi berdasarkan
peraturan daerah kabupaten banyuasin.

6. Pemerintah Kabupaten Banyuasin melalui Diskominfo Kavupaten Banyuasin akan

melakukan evaluasi serta peninjauan kembali tentang tata letak menara tersebut
setiap tahun.

7. Bersedia untuk melakukan penggeseran atau pembongkaran apabila dibutuhkan
Pemerintah dalam rangka penyesuaian berdasarkan peraturan yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terjadi penyimpangan atau perubahan terhadap kondisi
tersebut diatas, maka rekomendasi ini tidak berlaku lagi dan akan ditinjau kembali.

Rekomendasi ini merupakan salah satu persyaratan pengurusan izin mendirikan
banguan (IMB) dan tidak mencakup penilaian atas kekuatan bangunan menara,

bangunan pelengkap dan struktur tanah dilokasi menara serta kewenangan instansi
lainnya.

Demikian Rekomendasi ini diberikan untuk dipergunakan seperlunya.

- KEPALA DINAS KOMUNIKAS|I DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN BANYUASIN,

ERWIN IBRAHIM, ST., MM., MBA
PEMBINA/ IV.a
NIP. 198005302006041010
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